
PERATURAN BUPATI DEMAK 
NOMOR -~ TAHUN 2012 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) 
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

KABUPATEN DEMAK 

Menimbang 

Menglngat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DEMAK, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan 
Perkotaan telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan 
Perkotaan; 

b. bahwa agar Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan 
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan 
sebugaimana dimakscd dalam huruf a, dapc;t melaksanai<an 
tugas dan fungsinya secara lebih berdaya guna dan berhasil 
guna dalam penanganan dan pengelolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan perlu disusun 
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 
Dinas (UPTD) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
Perdesaan dan Perkotaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seba~iaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana 
Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Demak. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 · Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokojty 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 16~\ . 



Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penercipan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4594); · 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Organlsasl dan Tatakerja Dlnas Daerah Kabupaten 
Demak (Lx!J)baran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 
Nomor 6)1(l_ 
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Menetapkan 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

13. Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN 
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
KABUPATEN DEMAK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Demak; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak; 

4. Bupati adalah Bupati Demak; 

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah 
Sekretaris Daerah Kabupaten Demak. 

6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah yang 
selanjutnya disebut DPKKD adalah unsur pelaksana Otonomi 
Daerah di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Kekayaan Daerah; 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 
disebut UPTD PBB P2 adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Kabupaten Demak; 

8. Kepala UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Dema~ 
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BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdiri dari : 

a. Kepala UPTD. 
b. Sub Bagian Tata Usaha. 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

BAB III 

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Kepala UPTD 

Pasal 3 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipimpin oleh Kepala 
UPTD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah dibidang Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bertanggung jawab 
kepada Kepala DPKKD ; 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
avat (1) Kepala UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dar:t Perkotaan 
mempunyai kewenangan dan fungsi : 

- Melaksanakan tugas Dinas Pengelolaan ~euangan dan 
Kekayaan Daerah dalam memfasilitasi pelayanan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Unit Pelaksana 
Teknis Dinas mempunyai tugas : 

a. menyusun dan mengusulkan rencana program / kegiatan 
dan anggaran tahunan UPTD Pelayanan PBB Perdesaan 
dan Perkotaan ; 

b. menyelenggarakan jalannya pemerintahan dalam bidang 
pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan ; 

c. melaksanakan tugas dan menjabarkan kebijaksanaan yang 
ditetapkan dan diterbitkan oleh Kepala DPKKD dan 
pemerintah atasan ; 

d. menyampaikan semua informasi hingga ke tingkat desa 
dan kelurahan tentang pelayanan PBB Perdesaan dan 
Perkotaan ;~ 
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e. menerima dan melaporkan data perkembangan 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kepala 
DPKKD dan instansi diatasnya yang terkait; 

f. mengkoordinasi kegiatan dan kerjasama antar bidang, 
instansi vertikal dan dinas terkait di UPTD Pelayanan PBB 
Perdesaan dan Perkotaan atas dasar hubungan fungsional; 

g. menyiapkan, mencetak dan mengirimkan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda 
Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan 
Pajak (DHKP) kepada wajib pajak melalui Kecamatan ; 

h. meneliti, menganalisa dan mengevaluasi surat pengajuan 
perubahan/keberatan/mutasi PBB Perdesaan dan 
Perkotaan dari Kepala Desa melalui Camat ; 

i. membuat usulan pengajuan perubahan/keberatan/mutasi 
PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada atasan ; 

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka 
intensifikasi penarikan dan penagihan tunggakan PBB 
Perdesaan dan Perkotaan ; 

k. membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
pembayaran PBB ; 

I. memberikan motivasi dan inovasi kepada semua personil 
UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan ; 

m. melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan sarana 
prasarana UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan; 

n. mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi data 
pelayanan PBS Perdesaan dan Perkotaan ; 

o. menyiapkan bahan rapat koordinasi dan evaluasi 
penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk Kepala 
DPKKD dan instansi atasan yang terkait; 

p. membuat laporan pelaksanaan tugas aan kegiatan UPTD 
Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan ; 

q. menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas 
aparatur UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan 
secara berkala ; 

r. melaksanakan kegiatan penatausahaan data masukan 
maupun keluaran sebagai bahan pengolah data dan 
penyajian informasi PBB P2; 

s. melaksanakan kegiatan perekaman data masukan objek 
dan subjek pajak PBB dalam rangka memperoleh data 
yang akurat; 

t. mengusulkan pemberikan penghargaan kepada aparatur 
yang berprestasi; 

u. memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan ; 

v. melaksanakan tertib administrasi K 
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w. melakukan pengawasan, pembinaan dan penilaian 
terhadap hasil pekerjaan aparatur UPTD Pelayanan PBB 
Perdesaan dan Perkotaan dengan memberi nilai DP 3 ; 

x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

BAB IV 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

Pasal 4 

(1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan 
Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala UPTD 
dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina 
dan mengendalikan di bidang urusan . perencanaan, 
monitoring, evaluasi, umum, kepegawaian dan keuangan. 

(2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD 
Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan mempunyai tugas : 

a. menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha 
UPTD PBB Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan sumber dana yang 
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-unda.ngan yang 
berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan 
dan kebijakan atasan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang 
tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang di 
lingkungan Dinas untuk mendapatkan masukan dan 
informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh 
hasil kerja yang optimal; 

e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala UPTD PBB Perdesaan 
dan Perkotaan sesuai bidang tugasnya; 

f. menyiapkan rumusan program dan kegiatan berdasarkan 
hasil rangkuman rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha 
dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan 
belanja UPTD PBB Perdesaan dan Perkotaan; 1 

g. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kegiatan 
administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, 
perpustakaan, perlengkapan rumah tang~ sesuai 
ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas"" 
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h. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 
kinerja bawahan melalui pemberian nilai DP 3 sebagai 
cerminan penampilan kerja; 

i. melaksanakan pengawasan melekat kepada bawahan 
berdasarkan pedoman/ketentuan yang berlaku guna 
menghindari penyimpangan pelaksanaan tugas; 

j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan 
sebagai dasar pengambilan kebijakan; 

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

I. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 
atasan. 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 5 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas. 

Pasal 6 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahllannya; 

(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beb,m kerja; 

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan p~rundang­
undangan yang berlaku; 

(4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional . sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 7 

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan 
perund~-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan 
Bupatl-""l 
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Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian TU 
dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di 
lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya 
sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 

Pasal 9 

Setiap Pimpinan di lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahan 
masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 10 

1. Setiap Pimpinan di lingkungan UPTD bertanggungjawab 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing 
serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya; 

2. Setiap Pimpinan di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan 
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada 
waktunya; 

3. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan UPTD dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk kepada bawahan; 

4. Dalam menyiapkan laporan kepada atasan, tembusan laporan 
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 11 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak 
dan sumber lain yang dlperoleh secara sahd\ 
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BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 12 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh 
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 
Kabupaten Demak. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Demak. 

Ditetapkan di Demak 
pada tanggal lO t>~Stt1'\\?tr 90I'-

BUPATI DEMAK, 

I 
MOH. DACHIRIN SAID 

SEKDA 
-

ASISTEN ADMINISTRASI 

:?" 
KA. DPKKD ~l 
KABAG HUKUM ~ 
KABAG ORPEG r 

Diundangkan di Demak 
pada tanggal 10 Desember 2012 

BUPATEN DEMAK 

~ PO RWONO SASMITO 

SERITA DAERAH KAB~ATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 34 
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